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ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAIJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG

Oleh :
Wicco Novansyah

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh dari modernisasi sistem
administrasi perpajakan yang meliputi restrukturisasi organisasi, pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi serta penyempurnaan manajemen sumber daya
manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan pada kantor pelayanan pajak
Madya Palembanng secara parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib
Pajak badan yang terdaftar di KPP Madya Palembang. Pengambilan sampel
dilakukan dengan menggunakan metode simple random sampling dan jumlah
sampel sebanyak 100 responden. Data yang digunakan merupakan data primer
berupa kuesioner. Metode yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa modernisasi sistem administrasi
perpajakan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
badan. Pimpinan KPP Madya Palembang sebaiknya meningkatkan pelayanan
prima terhadap Wajib Pajak badan, agar berdampak positif terhadap peningkatan
kepatuhan wajib pajak badan.

Kata kunci :modernisasi, sistem administrasi, perpajakan, kepatuhan, wajib pajak

badan
Ketua Anggota
Drs. H. Ubaidillah, M.M, Ak Ermadiani, S.E.M.M., Ak
NIP. 195708281987031002 NIP. 196608201994022001

Mengetahui,
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ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE APPLICATION OF THE MODERNIZATION OF
TAX ADMINISTRATION SYSTEM TO TAXPAYER COMPLIANCE
AGENCY AT THE OFFICE OF TAX SERVICES MADYA PALEMBANG

By :
Wicco Novansyah

This study aims to analyze the influence of the modernization of tax administration
system which includes organizational restructuring, utilization of information and
communication technology and improvement of human resource management to
taxpayer compliance agency at the office of tax service Madya Palembanng
partially. Population of this research is taxpayer entity registered on KPP Madya
Palembang. Sampling was done by using simple random sampling method and the
number of samples was 100 respondents. The data used is the primary data in the
form of questionnaires. The method used is multiple linear regression analysis. The
results of this study indicate that the modernization of tax administration system
has a significant positive influence on taxpayer compliance agencies. Head of KPP
Madya Palembang should improve prime services to corporate taxpayers, in order
to positively impact the improvement of corporate taxpayer compliance.

Keywords : modernization, administrative system, taxation, compliance , corporate

laxpayer.
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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian
besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak
meliputi mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek
pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,
rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan mengunakan uang yang
berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka
memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai
saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan
dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak.
Dengan demikian, jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara
menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan
pembiayaan pembangunan (Chairil Anwar Pohan, 2017:3).

Pajak merupakan salah satu sumber dana terpenting bagi kesinambungan
gerak roda pembangunan nasional yang antara lain terwujud dengan tersedianya
sarana-sarana pelayanan umum yang telah kita nikmati bersama (Chairil Anwar
Pohan, 2017:1).

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:1) pajak mempunyai peranan yang
penting dalam melanjutkan pembangunan di Indonesia. Hal ini juga terdapat dalam

Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menyatakan bahwa pajak sebagai
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sumber pendapatan negara yang penting ditingkatkan peranannya terutama pajak
langsung, secara bertahap sesuai dengan kemampuan masyarakat dan dirasakan adil
agar mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban dan
mampu menunjang kegiatan ekonomi.

Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran
pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Sehingga kepatuhan
Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan
penerimaan pajak.

Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga
melaksanakan fungsi redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai
kemampuan ekonomi yang lebih tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya
lebih rendah. Oleh karena itu, tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya secara baik dan benar merupakan syarat mutlak untuk
tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada akhirnya kesenjangan
ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara maksimal
(Chairil Anwar Pohan, 2017:3).

Selain itu, pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan
sosial dan ekonomi Negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan peningkatan
kepatuhan Wajib Pajak, penerimaan, perbaikan dan perubahan mendasar dalam
segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari
waktu ke waktu yang berupa penyempurnaan terhadap kebijakan perpajakan dan
sistem administrasi perpajakan, agar basis pajak dapat semakin diperluas, sehingga

potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan
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menjunjung asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada Wajib
Pajak.

Untuk meningkatkan penerimaan pajak dibutuhkan peran serta masyarakat
dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, agar kesadaran dan
kepedulian itu tumbuh perlu dilakukan sosialisasi tentang pentingnya menyetor
pajak ke negara serta melakukan sosialisasi pembinaan kesadaran dan tanggung
jawab warga negara terhadap apa pentingnya pajak, karena pada dasarnya
pembayaran pajak merupakan wujud dari pengabdian dan peran serta warga negara
dalam membiayai keperluan pembangunan nasional, selain itu diperlukan
perubahan dan perbaikan sistem perpajakan yang lebih baik kepada Wajib Pajak
maka dibuatlah sistem administrasi perpajakan modern yang berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Restrukturisasi Direktorat
Jenderal Pajak mengenai perencanaan program modernisasi perpajakan secara
komprehensif yang mencakup semua lini operasi organisasi secara nasional.

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern ini merupakan salah satu
rencana utama dalam kebijakan DJP. Sistem baru yang diterapkan akan terdapat
beberapa perubahan, diantaranya adalah struktur organisasi dan pelayanan.
Perubahan struktur organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi,
menerapkan sistem administrasi perpajakan modern yang dapat memonitor proses
pelayanan sehingga pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan
akuntabilitas. Program modernisasi ini dilakukan untuk mencapai empat sasaran
utama yaitu optimalisasi penerimaan yang berkeadilan, peningkatan kepatuhan

melalui pemberian pelayanan yang prima dan penegakan hukum yang konsistensi,

23



efisiensi administrasi dalam penerapan sistem yang handal dan pemanfaatan
teknologi yang tepat, terbentuknya citra yang baik dan kepercayaan masyarakat
yang tinggi.

Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) Kepatuhan Perpajakan adalah
tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan
yang berlaku dalam suatu negara. Kepatuhan menjadi penting karena
ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak,
yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada
hakekatnya kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi
perpajakan yang meliputi tax service dan tax enforcement. Perbaikan administrasi
perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak.

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:160) kepatuhan Wajib Pajak dapat
diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak,
kepatuhan dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam
pelaporan yang benar (atas penghitungan dan pembayaran pajak terutang),
kepatuhan dalam pembayaran (atas tunggakan pajak akhir tahun).

Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah
menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun)
sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat
kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi
perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai yang tinggi. Program dan

kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem
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administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur
organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap Wajib Pajak melalui
pembentukan account representative dan compliant center untuk menampung
keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga
merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan
Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem
Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) vyang dikendalikan oleh case
management system dalam workflow system dengan berbagai modul otomasi
kantor serta berbagai pelayanan dengan basis e-system seperti e-SPT, e-Filing,
e-Payment,  Taxpayers’Account,  e-Registration, dan e-Counceling yang
diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang
dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur
perilaku pegawai dalam pelaksanakan tugas dan good governance.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi pemerintah yang secara
struktural berada di bawah naungan Departemen Keuangan Republik Indonesia
bertugas untuk mengadministrasikan penerimaan negara dari sektor pajak terutama
administrasi pajak pusat. DJP berusaha melakukan modernisasi secara menyeluruh
yang secara bertahap akan mengubah karakteristik lama dari suatu organisasi
pemerintah yang bersifat sangat birokratis menjadi Institusi Pemerintah yang
menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien,
dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi, yang
bertugas menghimpun penerimaan pajak negara berdasarkan Undang-Undang

Perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian pembiayaan Anggaran
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Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi perpajakan yang efektif
dan efisien, sesuai dengan visi, misi dan tujuan Direktorat Jenderal Pajak (DJP)
yang tertuang dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pajak 2008-2012
(Renstra DJP 2008-2012).

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengemban tugas untuk mengamankan
penerimaan negara dan dituntut untuk dapat memenuhi target penerimaan pajak
yang semakin meningkat di setiap tahunnya di tengah tantangan perubahan yang
terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi masyarakat Indonesia.
Terwujudnya good governance dan manajemen organisasi yang sehat merupakan
syarat mutlak yang harus dipenuhi untuk dapat mencapai keberhasilan dalam
melaksanakan tugas DJP secara berkelanjutan dan berkesinambungan, yang
termasuk di dalamnya adalah usaha untuk menjamin proses organisasi yang lebih
etis dan transparan, untuk kemudian berbicara tentang faktor-faktor yang lainnya
yang meliputi kebijakan dan peraturan perpajakan, sistem administrasi perpajakan
dan kesadaran dari Wajib Pajak itu sendiri.

Modernisasi administrasi perpajakan telah dilakukan sejak tahun 2002,
dimana Direktorat Jenderal Pajak mereformasi dan memodernisasi fungsional
operasional pelayanan kepada Wajib Pajak nya dengan membentuk Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Wajib Pajak Besar, KPP Madya, dan KPP Pratama di
seluruh Indonesia. Tujuan modernisasi ini antara lain meliputi perubahan struktur
organisasi yang semula berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi, menerapkan sistem
adminsistrasi perpajakan terpadu yang dapat memonitor proses pelayanan, sehingga

pelayanan dapat dilakukan dengan cepat, transparan dan akuntabilitas. Dengan
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demikian Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat memberikan pelayanan yang lebih
baik, nyaman, ramah, mudah, efisien, tidak berbelit-belit sehingga Wajib Pajak
tidak lagi beranggapan bahwa membayar dan melaporkan pajak merupakan hal
yang perlu dihindari. Dengan adanya reformasi dan modernisasi administrasi
perpajakan yang mengakibatkan perubahan struktur organisasi yang semula
berdasarkan jenis pajak menjadi fungsi akan memudahkan penggalian potensi dan
pengawasannya pada sektor-sektor usaha tertentu yang memiliki potensi
penerimaan pajak yang sangat besar.

Sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem self assesment, yaitu
Wajib Pajak menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang yang
menjadi kewajibannya. Dengan dianut sistem self assesment dalam sistem
perpajakan di Indonesia maka pengetahuan perpajakan yang memadai merupakan
salah satu syarat yang harus dimiliki oleh Wajib Pajak agar dapat memenubhi
kewajiban perpajakannya secara baik dan benar. Oleh karena itu, informasi yang
cukup tentang hak dan kewajiban Wajib Pajak harus dapat tersosialisasikan dengan
luas dan utuh. Sistem self assesment ini diakui bahwa sistem ini memang
bermanfaat untuk melakukan proses pencerdasan dan kepatuhan Wajib Pajak.
namun, karena masih banyak Wajib Pajak yang belum tahu bagaimana melakukan
perhitungan dan pelaporan pajak, maka mereka mengambil jalur pintas dengan cara
meminta bantuan aparat pajak untuk melakukannya. Situasi semacam ini biasanya
sering dimanfaatkan oleh oknum aparat pajak untuk menawarkan jasanya kepada
Wajib Pajak untuk membuat SPT yang sesuai dengan kemauan Wajib Pajak,

menekan pembayaran pajak serendah mungkin. Sementara itu, belum ada
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mekanisme kontrol yang mampu menjangkau permainan seperti ini (Chairil Anwar
Pohan, 2017:1-2).

Untuk itu, Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk menaikkan
tingkat penerimaan pajak Negara yang salah satu caranya dengan melakukan
reformasi perpajakan dibidang sistem administrasi perpajakan modern dengan
tujuan untuk mempermudah Wajib Pajak dalam membayar kewajiban
perpajakannya tanpa harus datang langsung ke tempat kantor pajak dimana tempat
Wajib Pajak terdaftar. Akan tetapi kepatuhan masyarakat Indonesia dalam
membayar pajak masih sangat rendah jika dibandingkan dengan negara lainnya di
Asia Tenggara. Rendahnya kondisi kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia ditunjukan
dengan masih sedikitnya Wajib Pajak yang terdaftar sebagai Wajib Pajak serta
sedikitnya Wajib Pajak yang terdaftar yang melaporkan kewajiban perpajakannya
dan Wajib Pajak sering kali tidak menyampaikan SPT nya tepat waktu, bahkan SPT
yang disampaikan pun tidak semuanya sesuai dengan kebenarannya.

Selain terdapatnya Undang-Undang yang menjadi dasar dan kepastian
hukum bagi selurunh Wajib Pajak dan bagi pemerintah sebagai pemungut pajak,
maka keberhasilan dalam pemungutan pajak juga ditentukan oleh modernisasi
administrasi perpajakan. Menurut Pandiangan (2008:7) modernisasi sistem
administrasi perpajakan meliputi rekstrukturisasi organisasi; penyempurnaan
proses bisnis melalui pemanfaatan teknologi komunikasi; dan penyempurnaan
manajemen sumber daya manusia (SDM).

Mengingat pentingnya modernisasi sistem administrasi perpajakan dalam

upaya untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak agar dapat meningkatkan
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penerimaan pajak di suatu KPP, maka peneliti mencoba mengangkat tema ini untuk

materi penelitian. Penelitian ini dilakukan pada KPP Madya Palembang. Dimana

pada KPP Madya Palembang ini hanya melayani Wajib Pajak badan saja, karena

itu peneliti merasa sesuai dengan judul yang akan diteliti dan lebih mempermudah

proses penelitian. Berikut data jumlah Wajib Pajak badan dan tingkat penerimaan

pajak di KPP Madya Palembang yang telah disusun dalam tabel dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2017.

TABEL 1.1

STATISTIK KEPATUHAN WAJIB PAJAK

KPP MADYA PALEMBANG
TAHUN 2013-2017

WP Badan Terdaftar

Realisasi SPT (WP

WP Badan yang

ULl Wajib SPT Badan) Tidak Lapor SPT
2013 809 817 0
2014 793 752 41
2015 814 812 2
2016 757 733 24
2017 746 748 0

Sumber : KPP Madya Palembang

TABEL 1.2
TARGET DAN REALISASI PENERIMAAN PAJAK TAHUN 2013-2017

KPP MADYA PALEMBANG

Tahun Target Realisasi Pencapaian
2013 3.454.339.070.000 2.577.693.771.427 74,62%
2014 3.026.115.046.428 3.047.386.095.805 100,7%
2015 4,494.495.244.104 3.317.529.531.811 73,81%
2016 4.500.062.873.843 2.910.038.494.322 64,67%
2017 4.050.031.795.000 2.912.112.533.406 71,9%

Sumber : KPP Madya Palembang
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Berdasarkan Tabel 1.1 dan Tabel 1.2 yaitu tabel tentang penerimaan pajak
dan kepatuhan Wajib Pajak badan dari tahun 2013 ke tahun 2017. Pada tabel diatas
dapat dilihat bahwa jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar cenderung mengalami
penurunan dan masih terdapat beberapa Wajib Pajak badan yang tidak
menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Dengan tidak menyampaikan Surat
pemberitahuan (SPT) menandakan bahwa Wajib Pajak tersebut tidak memenuhi
kewajibannya untuk menghitung dan membayar pajak terutangnya. Hal tersebut
menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak badan pada Kantor Pelayanan
Pajak Madya Palembang dapat dikatakan belum terlalu maksimal dan jelas masalah
ini akan berdampak pada tingkat penerimaan pajak di KPP Madya Palembang yang
rendah. Ini terbukti dengan tidak tercapainya target penerimaan yang diinginkan
dalam lima tahun terakhir walaupun berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya
sistem administrasi perpajakan berpengaruh positif terhadap jumlah Wajib Pajak
patuh dan tingkat penerimaan pajak. Salah satu faktor yang menyebabkan masih
rendahnya kepatuhan Wajib Pajak tersebut diantaranya masih rumitnya proses
perpajakan dan faktor pelayanan fiskus itu sendiri, yang mana pada akhirnya tingkat
layanan tersebut berpotensi mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Karena
itu penerapan modernisasi sistem administrasi perpajakan sangat diharapkan agar
dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut, peneliti merasa tergugah untuk
mengangkat tema tersebut di atas menjadi materi penelitian. dengan judul

“PENGARUH PENERAPAN MODERNISASI SISTEM ADMINISTRASI
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PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA
KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA PALEMBANG”.
1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, maka penulis
mencoba merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak
badan di KPP Madya Palembang?
2. Bagaimana pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi terhadap
kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya Palembang?
3. Bagaimana pengaruh penyempurnaan manajemen sumber daya manusia
terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya Palembang?
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1 Maksud Penelitian
Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari penerapan
modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan
di KPP Madya Palembang
1.3.2 Tujuan Penelitian
Sedangkan tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
a. Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh restrukturisasi organisasi terhadap

kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya Palembang.
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Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya
Palembang.

Untuk menganalisis seberapa besar pengaruh penyempurnaan manajemen
sumber daya manusia terhadap kepatuhan Wajib Pajak badan di KPP Madya

Palembang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

a.

Menjadi masukan bagi pihak pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak
agar kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak badan dapat terus ditingkatkan
sehingga di masa datang terjadi kemitraan yang setara antara Wajib Pajak badan

dengan fiskus.

. Memberikan masukan kepada masyarakat khususnya Wajib Pajak Badan agar

dapat merasa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum dalam melaksanakan
kewajiban perpajakannya sehingga dapat membantu pemerintah dalam
menatausahakan administrasi perpajakannya dengan baik dalam rangka

meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak badan.

1.4.2 Manfaat Akademis

a.

Memberikan wawasan bagi para akademisi yang mendalami bidang perpajakan
untuk melakukan studi di bidang perpajakan.

Menjadi penelitian lanjutan, sehingga dapat mendorong kepada pihak lainnya
untuk melanjutkan penelitian ini secara lebih komprehensif.

Menambah literatur perpajakan khususnya mengenai kepatuhan Wajib Pajak.
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